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BUPATI BANGGAI KEPULAUAN 

PROVINSI SULAWESI TENGAH 

 

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN 

NOMOR 23 TAHUN  2015 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN  ATAS PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN                     

NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN        

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI  BANGGAI  KEPULAUAN, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk mendanai kegiatan lanjutan atas beban belanja 

langung, dipandang perlu untuk mengesahkan kembali  Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-

SKPD) tahun anggaran 2014 menjadi DPA Lanjutan SKPD (DPAL-

SKPD) tahun anggaran 2015 sebagaimana di atur di dalam Pasal 

137 huruf b dan Pasal 138 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 113 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

  b. bahwa sehubungan dengan pergeseran anggaran antar obyek 

belanja dalam jenis belanja dan antar rincian obyek belanja dalam 

obyek belanja berkenan, perlu dilakukan perubahan atas  

Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan  Bupati  

tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banggai Kepulauan 

Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; 

   

Mengingat : 1. Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 

Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang 

Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 
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2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan 

Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1997 Nomor 44,Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3688); 

 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor  75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 3851); 

 

4. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan 

Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai 

Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, 

Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966); 

 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,  

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4421); 

 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan  

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

 

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5049); 

 

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 

 

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657); 

 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan 

ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 

DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 

47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4712); 

 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4502); 

 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjamam 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4574); 

 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4575); 

 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4576); 

 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 

 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4578); 
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20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165); 

    

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

pedoman pengelolaan keuangan daerah, sebagaiman telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor  21  Tahun  2011  

tentang  Perubahan Kedua Atas  Peraturan  Menteri  Dalam  

Negeri  Nomor  13  Tahun  2006  tentang  Pedoman  Pengelolaan  

Keuangan  Daerah; 

 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber 

Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 

Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah 

dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah; 

 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang  

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2015; 

 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 

2015 tentang  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan 

Tahun 2015 Nomor 1); 

 

27. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2015 

tentang  Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2015; 
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MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2015. 

 

Pasal  1 

 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014                     

sebagai  berikut, semula berjumlah Rp. 495.209.050.600,00 bertambah sejumlah   

Rp. 45.670.627.175,00 sehingga pada Perubahan ini menjadi Rp. 540.879.677.775,00 

dengan rincian sebagai berikut : 

 

1. Pendapatan 

a. Semula Rp. 594.982.945.600,00 

b. Bertambah/Berkurang Rp. 0,00 (+)  

 Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp. 594.982.945.600,00 

 

2. Belanja 

a. Semula Rp. 676.712.128.120,00 

b. Bertambah/Berkurang Rp. 4.002.241.225,00 (+) 

 Jumlah Belanja setelah perubahan    Rp. 676.712.128.120,00 

 Surplus/(Defisit) setelah perubahan   (Rp.  59.784.892.775,00) 

 

3. Pembiayaan 

a. Penerimaan 

1). Semula Rp. 84.429.182.520,00 

2). Bertambah/Berkurang Rp. 4.002.241.225,00 (+) 

 Jumlah Penerimaan setelah perubahan    Rp. 61.284.892.775,00 

 

b. Pengeluaran 

1) Semula Rp.    2.700.000.000,00 

2) Bertambah/Berkurang Rp.     0,00 (+)  

 Jumlah Pengeluaran setelah perubahan   Rp.  2.700.000.000,00 

 Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan   Rp.  59.784.892.775,00 

 Sisa Lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp.                          0,00 

 

Pasal  2 

 

Ringkasan Penjabaran  Perubahan APBD  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  1 

tercantum  dalam  Lampiran I Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal  3 

 

Perubahan anggaran pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

1 terdiri atas perubahan sebagai berikut : 

 

 

1. Pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian 

obyek belanja dalam obyek belanja berkenan pada SKPD : 



~6~ 

 

a. Kantor Pemuda dan Olahraga 

b. Kecamatan Totikum 

c. Kecamatan Totikum Selatan 

d. Dinas Kehutanan, Perkebunan, Pertanian dan Peternakan 

 

2. Perubahan anggaran pembiayaan penerimaan dan belanja langsung atas 

pengesahan kembali Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (DPA-SKPD) tahun anggaran 2014 menjadi DPA Lanjutan SKPD (DPAL-

SKPD) tahun anggaran 2015 pada SKPD : 

a. Dinas Kesehatan 

b. Dinas Pekerjaan Umum 

c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

d. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 

e. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

f. Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana 

g. Dinas Koperasi, Umkm, Perindustrian Dan Perdagangan 

h. Sekretariat Daerah 

i. Sekretariat DPRD 

j. Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 

k. Kecamatan Totikum 

l. Kecamatan Buko 

m. Kecamatan Totikum Selatan 

n. Kecamatan Peling Tengah 

o. Kecamatan Bulagi Utara 

p. Kecamatan Buko Selatan 

q. Kecamatan Tinangkung Utara 

r. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

s. Badan Narkotika Nasional Kabupaten 

t. Badan Ketahanan Pangan 

u. Dinas Kehutanan, Perkebunan, Pertanian Dan Peternakan 

v. Badan Pelaksana Penyuluh 

w. Dinas Energi Dan Sumberdaya Mineral 

x. Dinas Kelautan Dan Perikanan 

 

Pasal  4 

 

Perubahan anggaran pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud dalam pasal  

3 dirinci lebih lanjut pada lampiran II Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal  5 

 

Lampiran  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2  dan  Pasal  4  merupakan  

bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  Peraturan  Bupati  ini. 

 

Pasal  6 

 

Pelaksanaan  Penjabaran  Perubahan APBD  yang  ditetapkan  dalam  Peraturan  

ini  dituangkan  lebih  lanjut  dalam  Dokumen  Pelaksanaan  Perubahan Anggaran  

Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah (DPPA-SKPD) dan Dokumen  Pelaksanaan  

Anggaran Lanjutan Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah (DPAL-SKPD) sesuai  dengan  

ketentuan  perundang – undangan. 



~7~ 

 

Pasal  7 

 

Peraturan Bupati ini  mulai  berlaku  pada  tanggal  diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai 

Kepulauan. 

 

 

 

 

Ditetapkan  di Salakan 

pada tanggal  13  Agustus 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Diundangkan di Salakan 

      pada tanggal  14  Agustus 2015 

      

        SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, 

  

                      

 

 

          SUDIRMAN SALOTAN 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2015 NOMOR 23  
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